| SALINAN |

- BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR '
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG f

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS
TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

: Menugingat :

BUPATI KARANGANYAR, :

vbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 -

- Peraturan Pemermtah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
| » Pemberian Gaji, Pensmn, Tunjangan atau Penghasilan
Ketlga Belas Tahun 2020 kepada Pegawa1 Negeri Slpll

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepohslan'
Nega_ra Repubhk Indonesia, Pegawai Non chawal_ Negeri -
~ Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka

- perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman»

Teknis Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 B

~ kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari -,

Anggaran Pendapatan dan Belan_;a Daerah

1. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang o

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten ‘dalam

ngkungan Provmsn Jawa Tengah ;-

2. Undang -Undang Nomor -17 Tahun 2003 tentang .

Keuangan Negara (Lembaran Negara " Republik
Indonesia ' Tahun 2003 Nomor =~ 47 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4286), _



3 Undang—Undang Nomor 1 Tahun - 2004. "__ -. 
o :_tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara o
'Repubhk Indone31a Tahun 2004 Nomor S, Tambahan

S Lembaran Repubhk Indones1a Nomor 4355) v
£ .z.4v.]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang_f R

| i:;v_;::v._'Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republlk o
- ,_Indone51a ’I‘ahun 2014 Nomor 244, Tambahan _

' Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5587) -

s ."_n,_,sebagalmana telah dlubah bcberapa kah terakhlr R

v"""""i;’dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 -

.,tentang Perubahan Kedua Atas Undang«Undang o

o vNomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah

- (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2015 §. o

o Repubhk Indonema Nomor 5679)

Nornor E '58,"’ ' Tambahan Lembaran Negara'

"’ 15 Peraturan - Pemermtah ‘Nomor 12 Tahun 2019 T
| tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran R

"Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2019 Nomor 42 |

v”_vTarnbahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesm_

P _ﬁ_»Nomor 6322)

. 6 Peraturan Pemermtah Nomor 44 Tahun 2020 tentang -

- Pemberlan Gaji, Pensmn ’I‘unjangan atau Penghamlanisj’}l’f L

Ketlga Belas Kepada R Pegawa1 . Negen - Slpll

T _vanggota Kepohs]an Negara Repubhk Indone51a

‘-PraJurlt Tentara . Nasmnal Indonesm,ff

| . Pejabat Negara Penerlma . Pensmn, dan{fj_"»i
{,Penenma 'I‘un_]angan (Lembaran Negara Repubhk:},;, |
,jIndoneSIa v Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan ' |
v Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 6545)’ e o

) ,:,"‘7,Peraturan ' Daerah Kabupaten Karanganyar’

o _Nomor 21 'I‘ahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan":

" dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran' L

'? ;" :Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun v 2019



~ 8P ératuran | BUPaU »”Kérahganyarlﬂ Nomor 101

 Menetapkan :

Tahun 2019 ‘tentang  Penjabaran Ang'garan'

: :.,Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran -
2020 ' (Berita - Daerah Kabupaten Karanganyar Ll
. Tahun 2019 Nomor 101) sebagalmana telah diubah

beberapa - kali  terakhir dengan Peraturan

Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2020 tentang

i Perubahan ~ Keenam  Atas  Peraturan
Bupau Karangahyér Nomor 101>_Tahur‘1"v201‘9 tentang
Penjabaran Anggaran Pefidapatan dan Belanja Daerah: |
Tahun Anggaran 2020 (Berlta Daerah Kabupaten _‘ |
o Karanganyar Tahun 2020 Nomor 37) |

MEMUTU SKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

 PEMBERIAN  PENGHASILAN  KETIGA ~ BELAS

TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAL NEGERI SIPIL YANG
| BERSUMBER " DARI ANGGARAN PENDAPATAN |
DAN BELANJA DAERAH '

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dxmaksud dengan

1.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar :

2 Bupatl adalah Bupat1 Karanganyar

3 Pemenntah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah

sebagal unsur penyelenggara Pemermtah Daerah.

4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati |

| ‘ dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan -

- ‘_ yang men_]adl kewenangan Daerah



5

j’-‘tertentu d1angkat sebaga1 Pegawa1 Aparatur Slp11 Negara

R Pendapatan dan Belan_]a Daerah Kabupaten Karanganyar Sl

;Anggaran / Kuasa Pengguna ‘Anggaran: (PA/KPA) atau oo

pemermtahan oleh pemermtah dan DPRD menurut asas .
0tonom1 dan tugas pembantuan dengan pr1n51p Oton Ornl-""‘-'
.ﬂseluas luasnya dalam 31stem dan pr1n31p Ne gara:
Kesatuan Republlk Indon631a sebaga1mana dxmaksud |
dalam Undang Undang Dasar Negara Repubhk Indonema;.
i».f’f'I‘ahun 1945 R R R ', -
."Pegawal Negen Slpﬂ yang Selanjutnya dlslngkat PNS‘.' -

adalah warga negara Indonesm yang memenuhl syarat =

secara’ tetap oleh peJabat pembma kepegawalan untuk ) | "
g '}:‘mendudukl Jabatan pemermtahan o EBREI
.=Calon Pegawa1 Negen Slpll yang selanjutnya dlSll’lgkat
"‘:CPNS adalah Warga negara Indonesna yang memenuhl
. :syarat tertentu, yang baru lulus tes seleksx penerlmaan :
““‘:"CPNS sesual dengan peraturan perundang - undanganjf a
-:“lyangberlaku e ', ’ j, Co |
. ‘Penghasﬂan Ketlga belas adalah tambahan penghasﬂan
'ﬂvyang dlberlkan kepada PNS dan CPNS dari. pemenntahb’jif_ﬁf‘ o
yang bersumber 7» dan Anggaran | Pendapatan . .

: ,dan Belanja Daerah SRR -
.'fAnggaran Pendapatan dan Belan_]a , Daerah yang' SR

o },'_;‘selan]utnya dlsmgkat dengan APBD adalah Anggaran g L

o -} S pe_]abat laln yang dltunjuk untuk mencalrkan dana ‘ |

.._};f»_i“ﬁl“l - Surat Permtah Pencan‘an Dana yang selanjutnya.; s e

- v-;‘}dlslngkat SP2D adalah Surat Perlntah yang diterbitkan
S oleh PPKD sclaku Bendahara Umum Daerah untuk -‘
pelaksanaan _f pengeluaran atas beban ' Anggaran"‘»‘_“5._5',}» S

. Pendapatan dan Belan_]a Daerah berdasarkan SPM o |
H 12 Pengendallan 1nternal adalah pengendallan yang dllakukan

" Oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap Pembayaran':,:,v"f o

Penghasﬂan Ketlga belas RO

Pernermtahan ' Daerah adalah penyelenggara urusan SUIEEIES

Surat Pcnntah Membayar Yang selanjutnya dlsmgkat -
..v._,;--.‘sPM adalah dokumen yang dlterbltkan oleh Pengguna_i»‘_‘;.



BAB II

PENERIMA PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2 vi o

Penghasﬂan Ket1ga Belas Tahun 2020 dlberlkan kepada N

s PNS d1 Imgkungan Pemermtah Daerah.

o a

PN S sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) termasuk
PNS yang dltugaskan d1 luar mstans1 pemenntah f
ﬂ'balk di dalam maupun di luar negerl yang gajlnya_b

n:}:dlbayarkan oleh 1nstan31 mduknya '

.v‘g.fvPenerlma ga_]l terusan dan PNS yang menlnggal-f

o vduma tewas atau gugur

o e .

= .':roa :-'-a_oi_j

R penerlma ga_]1 dan PNS yang dmyatakan hllang, dan

-Calon PN S.

PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (2} mehputl PN Svj
"dalam Jabatan e | o o
plmplnan tlnggl atau dalam Jabatan setara Jabatan o
p1mp1nan t1ngg1 v v . . B
admm1strator | atau dalam _]abatan yang setara o
adrmmstrator - L .
" pengawas , atau dalam Jabatan ' sétara’“ | j’abaté:r‘l
v,pengawas, - o . o
.jfungswnal ahh utama atau dalam Jabatan setara o
- Jabatan fungswnal ahh utama, . '
. fungsmnal ahli madya B
fungsmnal ahli muda .

: fungsmnal ahh pertama, .

. fungsmnal penyeha N

: fungsmnal mahlr, R

i :fungswnal terampll

‘fungs1onal pemula, dan

' peIaksana



DR Pasa13 , _ 2 o
| Penghasﬂan Ketlga Belas tldak dlbenkan kepada o

b P1mp1nan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah v |
) c}{, '.‘PNS yang sedang menJalam cuu dlluar tanggungan -
| vv"::Negara,dan P R N
R d "PNS yang sedang dltugaskan d1 Iuar mstans: pemermtah' |
: - ;} :ba1k di dalam maupun d1 1uar negerx yang gajmya d1bayar :

o "voleh 1nstan31 tempat penugasannya R

BAB III

o PERHITUNGAN BESARAN PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 4

(1) Penghasxlan Ketlga Belas sebagalmana chmaksud dalam o

- pada bulan Jull

Pasal 2 dlberlkan pallng banyak sebesar penghasﬂanf

:'."'v"(2)_Da1arn hal penghasﬂan sebagalmana dlmaksud pada:: .
L ‘ayat” (1) belum dlbayarkan sebesar penghasﬂan yang

'Seharusnya ‘diterima karena berubahnya penghasilan,
o -fkepada yang- bersangkutan tetap dlbenkan sellslh' e

: ﬁvkekurangan Penghasﬂan Ketlga Belas

o (3) Penghasﬂan , Sebagalmana dlmaksud pada ayat [ B

"dlbenkan bag1 penemma gajl terusan dan PNS yang’ o

: ‘;vi'menmggal duma tewas atau gugur atau penenrna gaji

dal"l, PNS yang dmyatakan hllang yaltu sebesar,”._f-

) penghasﬂan pada bulan Juh dan, anggarannya

-f-dlbebankanf pada 1nstan81 a_ta/uf; lembaga - te»mlpati-' |

= '»',.'_PNS bckerja

Pasal 5

(1) Penghasﬂan sebaglmana dlmaksud dalam Pasal 4

o ayat (1) d1benkan kepada PNS pahng banyak mehput1 '_ ‘ 2

. gap pOkok N
- b tun_]angan keluarga, dan

tunjangan Jabatan dan tunjangan umum e §



Y_Ga_]l Pokok tunjangan kcluarga, tunjangan Jabat an atau. o -
:;tunJangan umum sebageumana dlmaksud pada aYat (1) L
’,..huruf a dan huruf b sebaga1mana d1atur dalam o

o :ketentuan peraturan perundang undangan. B
'I‘unjangan : Jabatan sebagalmana dlmaksud padav

v:,;:‘"ayat (1) huruf c adalah

A _tunjangan Jabatan struktural

b .'tunjangan Jabatan fungsmnal dan

' kmerja tunjangan bahaya, tunJangan res1ko, tun_;angan e

S ,pengamanan tunjangan profe31 atau tunjangan khusus S

e ,‘iv»tunjangan yang d1samakan dengan . ‘.uﬁiangan
o

,‘Penghasﬂan sebagalmana d1maksud h pada ayat (1) o
humf c tldak termasuk Jems tun]angan klncrja insentif

o guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan

. 'SehSlh penghasxlan tunjangan penghldupan luar negerl‘ R

dan tunJangan laln Yang seJenls dengan tun_]angan N

M Y"‘»'-_"penghasﬂan bagl guru PNS 1nsent1f khusus tunJanganf‘i “

R 'kompensas1 atau tunjangan bahaya serta. tunjangan |

: "*f.}atau insentif yang dltetapkan dengan | pcraturan‘l" o

. ",“perundang—-undangan ‘atau peraturan lam di luar‘..[_ o

| sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)."

,}(5) | Penghasﬂan sebagaxmana dlmaksud pada ayat ( 1) tldak R

,,dlkenakan potongan . 1uran dan /atau potongan lam“;

selam pa_]ak penghasﬂan berdasarkan ketentuan»

peraturan perundang undangan

",""“}'}.dlkenakan} paJak penghas1lan sesual ketentvuan"j;‘

fPenghasﬂan sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1]

oy v}::peraturan pemndang-undangan  : A

Pasal 6

o Penghasﬂan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1),{ |

c.

T rdlberlkan bag1 Calon PNS, pallng banyak mehputl

80% (delapan puluh persen) dar1 gajl pokok PNS
tunJangan keluarga, dan o

tun_]angan Jabatan atau tunjangan umum o



(-

)

(2)

(3)

Pasal 7
Dalam hal PNS menerima lebih dari satu jenis

penghasilan sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), maka Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah
satu yang jumlahnya paling menguntungkan.

Apabila PNS menerima lebih dari satu jenis penghasilan,
kelebihan pembayaran  tersebut merupakan utang
dan wajib mengembalikan ke Kas Daerah sesuai
ketentuan peraturari perundang-undangan. |
Penérima Gaji Terusan dari PNS }yang meninggal
dunia/ tewas diberikan Penghasilan Ketiga Belas

sebesar Gaji Terusan.

BAB IV

WAKTU PEMBAYARAN PENGHASILAN KETIGA BELAS

(1)

@

Pasal 8
Penghasilan Ketigé Belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dibayarkan f)ada bulan agustus. | »
Dalam h.lewl Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud| pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,
Penghasﬂan Ketiga Belas dapat dlbayarkan pada

bulan- bulan berikutnya.

i ~ BABV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

i

|
Pasal 9

Pembayaran Penghasﬂan Ketiga Belas sebagaimané'

dimaksud dalam Pasal 8 dlbebankan pada Dokumen

‘ Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA - Perangkat

Daerah).



(1)

@

- Pasal 10 | v .
Kepala Pei‘angkat Daerah mengajukan SPM Pembayaran
Penghasilan Ketiga Belas kepada Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah B
SPM Penghasﬂan Ketxga Belas sebagalmana dimaksud
pada - ayat = (1) - dibuat tersendiri. ~dan  terpisah

~ dari SPM gaji bulanan.

vJenis:‘j SPM  sebagaimana  dimaksud 'v.,pada “ayat (2),
‘termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan
»‘ ~ atau susulan pembayaran Penghasxlan Ketiga Belas.

(4)

- Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D..

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku

Pasal 11 -

Dalam  penerbitan ‘Surat - Keterangan = Penghentian

Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang mengalami mutasi pindah

agar mencantumkan keterangan pembayaran Penghasﬂan

' Ketiga Belas telah dlbayarkan atau belum dxbayarkan

' Pasal 12

Tata Cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D Penghasilan Ketiga Belas
diatur meng1kut1 ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan

embayaran belanja pegawau _

Pasal 13

- Pertangguhgjawaban Penghasilan Ketiga Belas dilaksanakan

sesuai ketentuan mstem dan prosedur penatausahaan

- keuangan daerah



BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 14

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendahan
mternal terhadap pembayaran Penghasﬂan
Ketlga Belas |

(2) Pengendahan Internal sebagalmana ‘dimaksud pada
ayat -(1) dllaksanakan sesua1 ketentuan peraturan

perundang-undangan

BAB VII -

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 |

. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2019
tentang Téknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan
- Hari Raya (Berita - Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019 Nomor 44), sébagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ka;fahganyar Nomor 45 Tahun 2019
tentang pérubahan atas Peraturan Bupati | Karanganyar
Nomor 44 vv'I.‘ahun2019 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga
' Belas dan Tunjangan Hari raya (Berita Daerah Kabupaten
~ Karanganyar Tahun 2019 Nomor 45), dicabut dan
| dmyatakan tidak berlaku | |



| Pasal 16 | |
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. ) | v’ o - , v _
Agar setiap orang ‘mengeiahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar.

| Ditetapkan di Karanganyar |
- pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI KARANGANYAR,

td

JULIYATMONO

v Diundangkan di Karanganyar'
- pada tanggal 14 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO .\ |
' BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
/ SEKRE:TARIAT DAERAH
Q.KA UPAIBI\KARANGANYAR
Kepala Bagiah Hukum




